
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR q?2TAHuN eo19

PERATURAN WAL] KOTA CIMAHI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

bahwa untuk melaksanakaa ketentuan pasal 75
Peraturar Daerab Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah denean
Peraturan Daerah Kora Cimahi Nomor O latrun Zdt+
tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 9 Tahun 2O1i tentang pajak Daerah Kota
Cimahi, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentans
Penghapusarr San ksi Adminisrratif pajak eumi dan
Bargunan Perkotaan Tahun 2019.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor g9.
Tambalan Lembafan Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

2. Undang-Undalg Nomor 2g Tahun 2OO9 tentans
Pajat< Daerah darl Rerribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049)i
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3.

4.

Lembaran Negara Republik Indone Nornor 55g7)
sebagaimana telah beberapa kali bah teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S
tentang Peruballan Kedua atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentaarg pemedntahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerall Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kota Cima}ri (Lembaral
Daerah Kota Cimahi Tah n 2O11 Nomor 122 Seri B)
sebagaimala telah diuba dengan peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Daerai Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014
Nomor 175J;

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019,

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Waii Kota ini yarg dimaksud dengal:

1. Daerah Kota adalair Daerah Kota Cimali.
2. Peme.intah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelerrggara

Pemeritah Daerah yang memimpin pelaksanaan uruszln
pemerintah yang menjadi kewenalgan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi,
4. Badan Pengelola pendapatal

Bappenda, adala1l Badzrn

Kota Cimahi.

5. Kepala Badan pengelola pendapatan Daerah, yang selarrjutnya
disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan pengelola pendapalan
Daerah Kota Cimahi.

6. Bumi adalah permukaan bumi yatg meliputj tanah dan perairan
pedaiaman serta laut \ /ilayah kota.
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Daerah, yang selaljutnya disebut
Pengelola Pendapatan Daerah



8.

7.

9.

11.

Bangunan adalah konstruksi teknik yaarg ditanan atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
Pajak Bumi dan Bangunar perkotaan, yang selanjutnya disingkat
PBB, adalali Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiiiki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh oralg pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunat<an untuk kegiatan usaha
perkebunai, perhutanan dan pertarnbangan.
Subjek Pajal< adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan Pajak

Wajib Pajal< adalah orang pdbadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, da]r pemungut pajak, yarg mempunyai
hak dar] kewajiban perpajalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar perpaja1<al daerah.

Tahun Pajak adalair jangka wattu yang lamanya 1 (satu) Tahun
kalender, kecuali bila Wajib pajak menggunakan Tahun buku yalg
tidal< sama dengan Tahun kaiender.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundareg_

undangal perpajakal daerah.
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Pasal 2

(1) Pemerintah Daerai memberikan penghapusan Sarksi Administratif
PBB Perkotaan kepada Wajib pajak yang melakukan pembayaran
melebihi jatuh tempo pBB.

(2) Penghapusal Sanksi Administratif pBB perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib pajak yang
melakukan pembayaran pajak tahunan pada tanggai 1 Juni 2019
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.

(3) Penghapusan Sanksi Administratif pBB perkotaar sebagaimara
dimatsud pada ayat (1) berupa penghapusan denda atas
kete.lambatan pembayaran pBB perkotaat:l.

(4) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif pBB perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan del1gai cara
melakukan penyesuaian sistem pembayaran pBB perkotaan.
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pasal 3

Peraturan Wa_Li Kota ini mulai berlaku pada targgal diundangkan.

*-ga :"d"p.,?.Trg_-dapat mengetahuinya, memerintahkar pengundangan
l-eratr]lan Wali Kota ini dengan penempata-n dala-m Berita DaerahKota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal LL \A.r 2ag

WALI KOTA CIMAHI,
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AJAY MUHAMMAD PRIATNA
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Diundalgkan di Cimahi
pada tanggal 7L f.^ri 2'or9
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BERITA DAERAH K A CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR v.7,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WAII KOTA CIMAHI
NOMOR 2? TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019

I. Penjelasan Umum

Penghapusan Sanksi Administratif dimat<sudkan untuk
mendorong Wajib Pajat dalam melaksalakan pembayaral pajak
terutang dengan memberikan pembebasan sarksi administratif
berupa denda atas keterlambatan pembayaran pBB perkotaan.

Penghapusan sanksi administratif pBB perkotaan bertujuan
a. mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang.
b, meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pBB perkoraan.

c. memperkuat basis data Wajib pajak pBB perkotaan.

II. Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas

IIL Penjelasar Pasal 2
Cukupjelas

IV. Penjelasan Pasal 3
Cukupjelas
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